PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

JL M. Syafei No, 10 Telp. { 0751 ) 4784539 Pariaman
Website ; mw.peri.:irm.n.p:dnﬂmurinmunkah.uu.ld E-mgil : dis.panpl pial padangpariamonkal,go.id

KETUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
Nomor : 04 / Pend PNF-PKBM / DPMPTP / 11 -2025

TENTANG
[ZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Dasar . Undung - Undang RI No. 04 Talum 1974, lentang Kesejaliteraan Anal; |
b Undnng - Undang R1 No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional |
. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Marma, Standar, Prosedur, dan
Eriteria Bidang Pendidikan
d. Permendikbod Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
. Perbup Padang Paciaman Mo 4 Tabun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan di Ridang
Perizinun dan Mon Perizinan Kepada Perangkat Dagrah yang Menyolenzgarakan Urusun
Pemerintaban Bidang Penanoman Modal :
I Perbup Nomor § Talin 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kobupaten Padang Pariaman
g Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor:
BODAAGE/FAUD_PNF/Disdikbud/2025 1eatang Permohonan Ezin Pendirian Satuan Pendidikan
Mon Formal {PHF).
MEMBERIKAN IZIN KEPADA :
Mama Satuan PNF PREM ATHARRAZKA
Jeris Satusn PNF Pusat Kegiatan Belnjor Masyarakat (PKBM)
Ketua . Yedo Susanta
Sekretaris Anharisyah Putrn
Bendahara Mega Noveans, SE
Alarmut Pauh Tengah Siciucin Kecamatan 2 X 11 Enam Linghkung
Jenis Kegiatan I Pendidikan Kesksoraan Fungsionsl 9 Perfkanan
{KF) 10. Perkebunan
2 Peket A B, danC 1. Koperasi
3, Pendidikan Anok Usta Dini (PAUD) 12 Pemberduyaan Magyaraksi
4, Kecokapun Midup dan Pelathan 13 Keagamaan
(Lifi Bkill) 14. Lembaga Sosiol Masyarnkay
3. Pemuda Produktif dan Olah Raga 15 Taman Bacean Masyaruba
O Sosl dan BAM {TBM)
7 Peternakan 16, Kewirausahaan Desal KWI)
§  Penaniin
Keunggulan Berbasis I. Tahfiz
Keagnmnaan

Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Pendidikan Non Formal {ENF)
ini berlaku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi seria maonitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tzhun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksansanya disalahgunakan maka surat izin akan
dicabut dan dinyatakan tdak berlaku lapi

Dikeluarkan di ; Pariaman
Pada Tanggal : 18 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PEL TERPADU DAN

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

JI. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

' Website : www peririnan.padangpariamankab.go id E-muil ; dis.praptp@padangpariamankab. go.id
————eee———
KEPUTUSAN
PALA DINAS AM AL PELAYANAN TERP, N DUSTRI
NOMOR. : 04 / Pend PNF-PKBM / DPMPTP / 11 - 2025
TENTANG

LZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : B00/UB68/PAUD PNF/Disdikbud/2024 tentang Permohonan Lzin Pendirian
Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

Mengingat : a  babws dalam rangks meningkatkan pelayanan dan pemneratsan pendidikan

kepada inasyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyaakat dibidang
Pendidikan perlu memberikan lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
{ PKBM );

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagnimana dimaksud pada buruf a, perlu
ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelavanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman,

Menimbang ¢ 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejohteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomer 49 Tahun 1999 fentang Pembentukan Kabupaten
Kepuluuan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
MWomor 177, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undung-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

5. Undong-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang
Penyelengrarum Ujian Nasional Pendidilan Kessturasn;

7. Permendikbud Nomor 81 Tahen 2013 Pendinan Satuan Pendidikan Non
Formal;

£, Pemmendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendivian Perubahan
Dan Penutupan Sekolah;

O, Permturan Menieri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang
Penyelengparaan SkS;

10, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor § Tahun 2015 tentang
Penilaion  Hasil Belgiar  oleh  Sawan  Pendidikan  Melalui  Ujian
Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat
dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tabun 2016 tentang
Stanclar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12, Peraturan Badan Standar Wasional Pendidikan Nomor : 0053/BSNP/Z0IE
tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan  Ujian  Sekolah
Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 20192020,

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor
182/P2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan
Periode Tahun 2019-2023;

14, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenanpan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Peranpkal Dasrah
Yang Menyelangarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

15, Peratuwran Bupati Womor § Tahun 2017 tentang Penyelenpgaraan Pendhdikan
Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Paraman;

Memutuskan ......

Dipindai dengan CamScanner



MEMUTUSKAN

Menctapkan
e * Memberikan Lzin Pendirian Sanian Pendidikan Non Formal (PNF) Kepada :
#.  Mama Satuan PNF ¢ PKBM ﬂT“!\RMH.i\ " s
P  Pusal  Kegigtan Be ajar asyar
b.  Jenis Satuan PNF L (PKBM)
¢ Ketua : Yedo Susanto
d.  Sekretaris . Anharisyah Putra
€. Bendahara :  Mega Noveane, SE
f. Alamat . Pauh Tengah Sicincin Kecamatan 2 Xnu
Enam Lingkung ;
g Jenis Kegiatan + I. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
baat A, B, dan C
I A, B, dan
;,' Pendidikan Anak Usia Dini (PALD)
4. Kecakapan Hidup dan Pelathan (Life
Skill
5 Pmu::da Produktif dan Olah Raga
6. Sosial dan BAM
7. Peternakan
8. Ferlanion
9. Penkanan
10, Perkebunan
11. Kopetasi
12, Pemberdayaan Masyarakat
13, Keagamaan
14. Lemibaga Sosial Masyarakal
I5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
16. Kewirausuhaan Desalk WD)
b, Keunggulan Berbasis . Tahfiz
Keagamaan
Penyelenggara Wajib :
2 Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketenmuan
KEDA : yang herlaku,

b, Mentanti Peraturan dan Perundang-undangan vang bedaku.
¢. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
lzin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat { PKBM ) Pendidikan Nen Formal
{ PNF ) ini berluku selama berdiri, dan dilakukan evaluasi serta menitoring | (satu)
KETIGA " kali dalam 1 (satu) Tahun oleh Dinas Terkait, dan apabila dalam pelaksanaanya tidak
dipenuhi sebagainana dimaksud diktum KEDUA maka Pemberian Fzin dapat dicabut.
Kepurusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliraan akan diperbaiki schagaimana mestinya
KEEMPAT

Ditetapkan di : Pariaman
Pada tanggal : 18 Februani 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

Pembina TKTSNIEUZ40614 200604 1 003
Temibusan, Yih |

Bapak Kepola Dinas Pendidiknn Proving Sumaiers Barug

Dings Perdidikan dan Eebudayaan Padang Pariomon

Comal Enam Linghkung

i o et

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

; 1 JI. M. Syafei No. 10 Telp. (0751 ) 4784539 Pariaman
thmlr:mw.p:rhin:l.pl.dlnlpuriummhh,gu.id E-mail : dis pmpip padangparinmankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENA NAMAN MODAL
FELAYANAN TERPADU DAN PERINDU TRIAN
Nomor : 09 / Opr PNF- PKBM / DPMPTP / I1-2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKRM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Dasar & Undang - Undang RI No. 04 Tahun 1974, tetitang Kesejaltersan Anak
b Undang — Undang R1 No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional |
€. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Bidang Pendidikan :
d Perbup Padang Parigman Mo, 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintuhan Didang Peranaman Modal
e Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
£ Rekomendssi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor:
00 /0863/ PAUD_PNF / Disdikbud / 2025 tentang Permohonan Lzin Penyelengparaan
Satuan Pendidikan Mo Formal (PNF),
MEMBERIKAN IZIN KEPADA :
Mama Satuan PNF . PEBM ATHARRAZKEA
Jenis Saruan PNF © Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kepala Sekolah 1 Yedo Susanto
Sekretariy i Anharisyah Pubia
Bendahars ¢ Mepga Noveane, SE
Alamat ¢ Pauh Tengah Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam Linglung
Jenis Kegiatan I Pendidikan Keaksarzan Fungsional 10, Pes kr.-hu!un
{KF) 11. Koperasi
2. Paker A B, danC 12 Pemberdayaan Masyarakat
3. Pendidikan Anak Usia Dini 13, Kesgamaan
{PALIDY) 14, Lembaga Sosial Masyarakat
4. Kecakapan Hidup dan Pefathan 15, Teman Bacaan Masyarakar
{Life Skilly (TEM)
5. Pemuda Produkeif den Olah Rege 16, Kewirausahaan Desa{KWD)
6 Sosial dan BAM
7. Peternakan
B Peranizn
9 Perikanan
Keunggulan Berbasiz I Tahfiz
Keagamann

lan Operasional Pusat Kegiatan Belojar Masyarakat { PEBM ) Pendidikan Non Formal
{PNF) ini berlaku mulai dari Tanggal 18 Februari 2025 s/d 17 Februari 2028, dan dilakukan
evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam
pelaksanaanya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ditctapkan di  © Paraman
Pads tangeal @ 36 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

TRNUEI7A0614 200604 1 003

Pembina Tk.13

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
L. M. Syafe’i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.peririnan padangpsrismankab.go.id E-mail : dis. pmptp@padangpariamankab.go.id

\\

KEPUTUSAN

PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU D
NOMOR : 08 / Opr,PNF-PKBM / DPMPTP / 11 - 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA IMNAS

Membaca . Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Panaman
S00/0868PAUD_PNF/Disdikbud/2025  tentang Permohonan  [zm
an Pendidikan Non Formal (PNF).

an dan pemerataan pendidiken
masyarakat dibidang
Kegiatan DBelajar

Nomor:

Perpanjangan Penyelenggaraan Satu

Mengmgal - 2 bshwa dalam rangka meningkatkan pelayan
kepads masyarakat, dan meningkatkan partisipasi
pendidikan perln memberikan  Ezin Operasionsl Pusal
Masyarakat (PKBM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapken melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang . 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1936 tentang Pembentukan Dacrab Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25y

2, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulayan Mentawai (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 1599

Namor 177, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3R0R);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2012 tentang
Peayelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan,

5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nomer 158 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan SKS;

8  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh  Sstuan  Pendidikan  Melalui  Ujian
SekolalvMadrasah/ Pendidikan Kesetaraon pada SMP/MTs atau yang sederajat
dan SMA/MA/SMEK atau yang sederajat;

0. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayuun Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomer : 0O053/BSNP/L2018
tentang Prosedur Operasional Standar Penyclenggaraan Ujian Sekolah
Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 20192020,

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 247/P/2019 tentang
Perubshan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nowmor
182/P/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan
Periode Tahun 2019-2023;

12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Dacrah
Yang Menyelangarnkan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal,

13. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini di Kebupaten Padang Pariaman;

Memutuskan ... .. -

Dipindai dengan CamScanner



MEMUTUSKAN

Memberikan Lzin Perpanjangan Operasional Pusat Keglatan Helajar Masyarakat
(PKBM) Kepada:

Nar_m Satuan PNF ¢ PEKBM ATHARRAZKA

Jenis Sauan PNF : Pusat Kegintan BBelajar Masyarakat {PEBM)
Kepala Sckolah ¢ Yedo Susanio

Sekretaris ¢ Anharisygh Putra

Bendahara . Megn Noveane, SE

Alamat " Pauh Tengah Sicincin Kecamatan 2 X I1 Enam

L.mgln.ung wsional (KF)

~agonos

Pendidikan Keaksnraan Fun

Paket A, B, dan C
pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kecakapan Hidup dan Pelathan (Life Skill)

Pemuda Produkif dan Jlah Rﬂg’-‘
Sogial dan BAM

Peternakan

PPerfanian

Perikanan

10, Perkebunan

11, Koperas
12. Pemberdayaan Masyarakat

13. Keagamaan
14. Lembaga Sosial Masynrakat
{5 Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
16, Kewirausehaan Desa(KWI1D)
b Keunggulan Berbasis 1. Tahfiz
Keagmmanm
Penyelenggara Wajil ©
o Menyelengpnrkan Pendidikan Non Formal (PNF) sesum dengan ketentuan
KEDUA : yang berfaku.
b, Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kunkulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan kefentuan dan model
yang ditetapkan.
Gural Tanda Tumat Belsjar/ljazah PNF harus ditanda tangani  Pengelola
Lembaga Pendidikan Non Formal (FNF).
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PRBM) Pendidikan Non Formal
(PNF) ini berlakn mulai dari Tanggal 18 Fehruari 2025 s/d 17 Februari 2028, dan
KETIGA © dilakukan evaluasi serta monitoring | (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait,
dan apabils dalun peloksanaanya tidak dipenuhi sebagainana dimaksud diktum
KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut,
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari temyata terdapat kekeliman maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

g Jenis Kepiatan

0000 =0 Ak =

-

KEEMPAT
Ditetapkan i : Parnaman
Pada tanggal ;18 Februari 2025
PELAY
Pembina
Tembusan, Yih:

B!F.'ﬁ Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Drinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Paraman
Camat Enam Lingkung

Arsip

b —

Dipindai dengan CamScanner



